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HALAMAN MOTTO 

 

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 

dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. 

(Q.S. Al-Mujadalah: 11) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 
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terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat 

saya cintai: 

1. Allah SWT 

2. Orangtua saya yang dengan sabar membimbing saya untuk terus semangat 

belajar. Terima kasih atas doa yang tak putus untuk saya. Karena perjuangan 

serta doa kalian saya bisa mengejar impian saya apapun itu, semoga 

kedepannya saya dapat membanggakan nama keluarga. 

3. Terima kasih kepada kakak saya yang terus mengingatkan dalam belajar dan 

menyelesaikan skripsi. 

4. Terima kasih kepada Mbak mumpuni yang menemani saya dan mengingatkan 

saya untuk terus mengerjakan skripsi. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 
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yang berjudul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ATAS GUGATAN 
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PADA PERJANJIAN JASA PENASIHAT INVESTASI (Studi atas Putusan 

Nomor: 676/Pdt/2020/PN Jkt. Pst)”. Penulisan Hukum ini disusun guna 

melengkapi persyartaan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga 

senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada 

keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman. 

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh 

karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan 

skripsi ini. Pada kesempatam ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. IPM. selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 
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4. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing 

penulis yang telah bersedia memberikan waktu, ilmu, dan pikirannya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan. 

6. Seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,yang 

telah membantu penulis mengurus segala kebutuhan administrasi yang 
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